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ABSTRAK 
 
DEVY PUSPITA SIRUA (B 111 07 227) Impementasi Kovenan Hak 
Sipil dan Politik terhadap Kebebasan hak beragama di Indonesia. 
Dibimbing oleh Abd. Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharin 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ICCPR di 
Indonesia.Penelitian ini diselesaikan dengan penelitian kepustakaan, 
melalui literature dari hard copy maupun soft copy dan dianalisis melalui 
studi normatif.  
 
Hasil dari penelitian adalah:1). Penerapan ICCPR di Indonesia belum 
efektif karena masih ada kaum minoritas belum dapat merasakan 
kebebasan dalam beragama.2). Negara belum menerapkan norma ICCPR 
secara efektif kedalam hokum nasional. 
 
Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyarankan kesimpulan 
yaitu: 1). Negara harus mensosialisasikan dan memastikan bahwa ICCPR 
telah diterapkan kedalam hokum nasional secara efektif di seluruh 
Indonesia.2). Negara harus bertindak serius untuk meningkatkan kinerja 
Polri dalam menangani kasus kekerasan berdasarkan agama terhadap 
kaum minoritas dan menginvestigasi anggota Polri yang terlibat dalam 
kasus kekerasan hak asasi manusia. 
 
 
 
Kata kunci : Implementasi ICCPR, hak beragama di Indonesia. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau 
dan jutaan penduduk, dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya 
maupun keyakinan. Keanekaragaman suku dan budaya inilah yang 
membuat Indonesia kaya akan budaya dan kultur. Merdeka pada tahun 
1945, dan dikumandangkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya 
disingkat UU) yang menjunjung tinggi kebebasan atas hak manusia, UUD 
1945 kemudian menjadi kiblat acuan UU berikutnya hingga sekarang. 
Eksistensi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dan 
keadilan merupakan dasar dalam membangun komunitas bangsa yang 
memiliki kohesi sosial yang kuat. Meskipun banyak ragam ras, etnis, 
agama dan keyakinan politik, kita akan dapat hidup harmonis dalam suatu 
komunitas bangsa atau negara, jika ada sikap penghargaan terhadap 
nilai-nilai HAM dan keadilan. Eksistensi HAM berbanding lurus dengan 
keberadaan bangsa, sesuai dengan jangkauan pemikiran dan 
perkembangan lingkungannya. 1 
Keanekaragaman yang ada di negara kita juga mencakup 
keanekaragaman dalam agama. Seperti yang kita ketahui di Indonesia 
                                                             
1 Artidjo Alkostar, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII (Pusat Studi Hak Asasi 
Manusia, Yogyakarta, 2011, hlm 1 
 
2 
sendiri terdapat beberapa agama yang diakui dalam Undang-undang. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat KBBI, Agama adalah 
sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 
dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Peran 
agama sangatlah penting dalam kehidupan keseharian kita.  Dalam 
masyarakat, agama juga mempunyai fungsi seperti; fungsi edukatif yaitu 
memberikan bimbingan dan pengajaaran dengan perantara petugas-
petugasnya (fungsionaris); fungsi penyelamatan; fungsi pengawasan 
sosial; fungsi memupuk persaudaraan; fungsi trasformatif diartikan 
dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama 
dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat.  
Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah system nilai 
yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan 
pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, 
baik di level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman 
hidup. Karena pentingnya keberadaan agama maka secara khusus diatur 
dalam regulasi nasional maupun internasional.  Sikap Indonesia dalam 
menjunjung tinggi hak beragama yaitu diratifikasinya International 
Covenant of Civil and Political Rights melalui UU no.12 tahun 2005. 
Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and 
Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 
3 
Dengan adanya konvensi ini menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara yang sangat menjunjung dan menghormati HAM. Sikap Indonesia 
tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum 
diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang 
disingkat DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan 
HAM yang sangat penting, seperti yang dimuat dalam Pasal 29 ayat (2) : 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu.2 
Hak tersebut juga terdapat dalam International Covenant on Civil 
and Political Rights, pada Pasal 18 ayat 1 yaitu : Setiap orang berhak atas 
kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup 
kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya 
sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan 
agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, 
pengamalan, dan pengajaran. 3 
Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan 
perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa 
upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan 
                                                             
2 UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) 
3 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat 1 
4 
oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, 
perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi 
masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi 
pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. 
Dengan melakukan ratifikasi tersebut negara bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Negara 
berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam 
melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to 
protect) dan memenuhi (to fullfil) hak‐hak manusia. 
Namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap 
hak beragama di negara kita. Sedangkan hak beragama menurut UUD 
1945 Pasal 28i ayat 1 dengan tegas menyebutkan bahwa : “Hak untuk 
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun”.4  
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak 
manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang 
melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak 
                                                             
4 UUD 1945 Pasal 28i ayat 1 
5 
tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh 
manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian 
masyarakat atau pemberian negara.  
Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, 
masyarakat lain, atau Negara lain. HAM juga merupakan seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah 
dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Oleh karena itu, 
bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan 
tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain 
untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan 
sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama 
manusia. 
Dalam prakteknya, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan 
atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga 
negara Indonesia. Sebagian warga negara, terutama dari kelompok 
minoritas sangat sering terabaikan. Bahkan dalam banyak kasus, tidak 
sedikit kelompok yang menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alat 
pembenar untuk menghakimi kelompok lain utamanya terhadap mereka 
6 
yang dianggap meyakini suatu keyakinan yang dianggap berseberangan 
dengan mayoritas. Inilah hal yang menjadi ironi bagi bangsa Indonesia. 
Menurut UUD 1945 pasal 281 dengan tegas menyebutkan hak 
beragama adalah salah satu hak yang tidak dapat dikurangi 
pemenuhannya dalam keadaan apapun. Tetapi masih banyak 
pembatasan untuk pemenuhan hak beragama seseorang.  
Pembatasan tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan, pada Pasal 64 ayat (2), yang berbunyi 
“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan.”5 
Jadi hanya agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Khong 
Hu Cu6 yang agamanya tertera dalam KTP mereka, padahal ada banyak 
aliran kepercayaan maupun agama lain yang ada di Indonesia dan 
mereka menuntut hak mereka agar disamakan sebagai penduduk 
Indonesia. 
Menurut Kompas.com, GKI Yasmin di Bogor yang mendapatkan 
pembatasan untuk menjalanan ibadahnya. Tempat ibadah GKI Yasmin 
                                                             
5 UU Administrasi Kependudukan pasal 64 tentang pencatatan penduduk (KTP) 
6 Keputusan Presiden no.6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres no.14 tahun 1967 tentang 
agama, kepercayaan dan adat iastiadat Cina. 
7 
masih disegel, dan belum ada perkembangan terkait dengan kasus 
penyegelan rumah ibadah ini.7 Di Aceh 17 gereja di segel karena tidak 
memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. 
Hak mereka untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya 
tidak terpenuhi sebagaimana semestinya. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah implementasi ICCPR terhadap hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan di Indonesia? 
2. Bagaimanakah peran Negara dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan pelanggaran atas kebebasan hak beragama dan 
berkeyakinan di Indonesia? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui efektifitas ICCPR yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2005. 
2. Untuk mengetahui peran Negara dalam memberi perlindungan hak 
beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 
 
 
 
                                                             
7www.Kompas.com di unggah pada tanggal 29 Juni 2014 pada pukul 13.01 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sumber Hukum Internasional 
 Menurut J.G. Starke, sumber hukum internasional atau sumber 
material hukum internasional sama dengan apa yang kita sebut sumber 
formal.8 
 Sumber material adalah bahan bahan aktual yang dipergunakan 
hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal 
tertentu. Sumber-sumber hukum material adalah kebiasaan, traktat, 
keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya-karya yuridis.9 
a. Kebiasaan: hukum kebiasaan telah menjadi kecil dengan 
bertambahnya traktat-traktat yang membentuk hukum. Perbedaan 
antara kebiasaan dan adat istiadat sangat jelas, karena adat 
istiadat mendahului kebiasaan. Kebiasaan mulai dimana adat 
istiadat berhenti.  
b. Traktat : traktat merupakan sumber material kedua yang penting. 
Traktat dibedakan menurut hakekatnya, yaitu:  
a) “traktat yang membentuk hukum” yang menetapkan hukum 
yang mengikat mayoritas negara. 
                                                             
8 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, hlm 20 
9 Ibid hlm 21 
9 
b) “treaty contracts” misalnya traktat antara dua atau lebih 
negara-negara mengenai hal khusus negara itu sendiri. 
Namun ada juga traktat yang membentuk hukum seperti Hay-
Pauncefote Treaty, 1901 antara Amerika Serikat dan Inggris yang 
menetapkan bahwa Terusan Panama harus terbuka untuk semua bangsa 
atas dasar kesederajatan mutlak.Traktat yang membentuk hukum adalah 
sumber langsung hukum internasional sedangkan “treaty contracts” hanya 
menetapkan kewajiban khusus untuk peserta traktat itu.  
Sumber-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional 
dalam memutuskan masalah-masalah Hukum Internasional tercantum 
dalam Piagam Mahkamah Internasional, Pasal 38, paragraf 1, yaitu: 
1. Traktat internasional. 
2. Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktek umum dan 
diterima sebagai hukum. 
3. Azas-azas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa 
beradab. 
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran publisis yang 
tercakap dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk 
penentuan hukum. 
 
c. Keputusan Pengadilan dan Badan Arbitrase  
10 
Keputusan pengadilan nasional dapat membentuk hukum 
internasional dengan dua cara yaitu: 
a) Keputusan itu dipandang sebagai preseden yang amat penting 
artinya, atau sebagai pendapat yang mengikat. 
b) Keputusan pengadilan nasional dapat dengan langsung 
membnetuk hukum kebiasaan internasional.hukum ekstradisi dan 
pengakuan misalnya tumbuh dalam keputusan-keputusan 
pengadilan nasional. 
Keputusan badan arbitrase banyak membantu pertumbuhan hukum 
internasional misalnya tentang kedaulatan teritorial, yurisdiksi nasional, 
tanggung jawab negara dan sebagainya.10 
Perbedaan umum antara arbitrase dan keputusan pengadilan tidak 
terletak dalam azas-azas, tetapi dalam cara pemilihan hakim, jaminan-
jaminan jawatan, kebebasan mereka, dan selanjutnya pengadilan 
mempunyai aturan-aturan prosedur yang tetap. Jadi perbedaan ini lebih 
bersifat formal daripada substansial. 
d. Karya-karya hukum 
Karya hukum bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, sekalipun 
seringkali pendapat yang dikemukakan dalam karya itu dapat 
merumuskan aturan hukum internasional. 
                                                             
10 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, hlm 20 
11 
Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja  mengemukakan 
bahwa sumber-sumber Hukum Internasional sebagai berikut: 
a) Perjanjian-perjanjian Internasional; 
b) Kebiasaan-kebiasaan Internasional; 
c) Prinsip-prinsip Hukum Umum; dan 
d) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang 
paling terkemuka dari berbagai negara.11 
Menurut Pasal 38 (1) Status Mahkamah Internasional yang 
selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, tanggal 26 Juni 
1945 pada pokoknya mengatakan bahwa: dalam mengadili perkara-
perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan: 
a) Perjanjian-perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum 
maupun khusus yang mengandung ketentuanketentuan hukum 
yang diakui secara tegas oleh negaranegara yang bersengketa; 
b) Kebiasaan-kebiasaan Internasional sebagai bukti dari pada sesuatu 
kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; 
c) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang 
beradab; dan 
                                                             
11 Mochtar Kusumaadmaja, Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Pusat Studi 
Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. 
Alumni, 2003. 
12 
d) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang 
paling terkemuka dari berbagai negara-negara, sebagai sumber 
tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum.12 
B. Subjek Hukum Internasional 
 Subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang 
dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum 
Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan 
baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional 
ataupun dan kebiasaan internasional. 
 Secara terbatas subyek hukum diartikan sebagai pemegang hak 
dan kewajiban dalam hukum yang hanya terbatas pada orang (individu). 
Sedangkan secara luas diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban 
dalam hukum yang tidak hanya terbatas pada orang (individu). Jadi 
meliputi orang dan badan hukum.13 
Subjek hukum internasional adalah: 
 
 
 
 
                                                             
12 http://www.negarahukum.com/hukum/sumber-sumber-hukum-internasional.html diakses 
pada tanggal 12 Desember 2013, pukul 17.00 WITA 
 
13 Alma Manuputty, Hamid Awaluddin, Abdul Rasal Rauf, Inneke Lihawa, Maskun, S.M.Noor 
Hukum Internasional, hlm. 73 
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a. Negara 
Negara ialah subjek hukum internasional dalam arti klasik, yang 
dimaksudkan dengan negara adalah negara yang berdaulat, negara yang 
tidak bergantung dengan negara lain.  
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban 
Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam 
hukum internasional adalah: 
a) Penduduk yang tetap. 
b) Wilayah tertentu. 
c) Pemerintahan. 
d) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara 
lain. 
Jadi, subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas 
yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum 
Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan 
baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional 
ataupun dan kebiasaan internasional. 
C. Objek Hukum Internasional  
Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan 
yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, 
kawasan geografis suatu Negara (difined territory) juga dapat dikatakan 
sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum 
internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntuk haknya. 
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Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum 
dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh 
subyek-subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat 
dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum. 
a. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia 
Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma 
hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan 
terhadap pribadi (individu). 
b. Hukum Humaniter Internasional 
Hukum Humaniter Internasional adalah semua norma hukum 
internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul 
konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur 
yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, atau orang-orang yang tidak 
terlibat dalam pertempuran. 
c. Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan  
Istilah ini dikeluakan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan 
kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa 
ini genosida (pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap 
etnis, suku tertentu). 
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Subyek dan Objek hukum internasional dapat berubah. Seperti apa 
yang terjadi pada perang Serbia-Bosnia (perang Balkan), dimana 
Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menjatuhkan hukuman secara 
individu terhadap petinggi militer Serbia karena dianggap sebagai orang-
orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian kaum 
muslim Bosnia. Mantan petinggi militer Serbia yang diadili antara lain, 
Kepala Staff militer Serbia, Ljubisa Beara; Vujadin Popovic, pejabat militer 
yang bertanggung jawab atas pengerahan polisi militer, Ljubomir 
Borovcanon, Deputi Komandan Polisi Khusus Serbia; Vinko Pandurevic, 
Komandan Brigade yang melakukan serangan dan Drago Nikolic, Kepala 
Brigade Keamanan militer Serbia. Dari hal ini, saya dapat menyimpulkan 
bahwa telah terjadi perubahan status subyek hukum internasional itu 
sendiri yaitu, perang ini melibatkan negara (Serbia), namun pada akhirnya 
mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap individu. 
Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global 
dan internasional yang bersifat dinamis (selalu berubah). Sehingga tindak 
lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus 
perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam 
hubungan internasional kedepannya. Seperti permasalahan yang terbaru 
saya baca di internet yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di 
Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 
mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. 
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Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional 
telah penulis sebutkan tadi diatas bahwa wilayah geografis termasuk 
didalamnya. Dalam kaitan ini, penulis mencoba menghubungkan dengan 
kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang 
kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Prancis (pulau ini dibawah 
kekuasaan Prancis) dijadikan sebagai ajang uji coba Nuklir mereka. 
Sehingga, dampak dari uji coba ini adalah hilangnya (tenggelam) pulau 
tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan pulau Malvinas/Falkland 
(Inggris-Argentina) juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek 
internasional. Pulau Malvinas (penyebutan oleh orang Argentina dan 
Falkland oleh orang Inggris) adalah pada mulanya milik Argentina. 
Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan tejadi 
perang dimana Argentina kalah dan harus merelakan “hilang” nya pulau 
tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. 
D. Pengertian dan Kedudukan ICCPR 
1. Pengertian ICCPR 
ICCPR merupakan perjanjian internasional yang teksnya dihasilkan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966. ICCPR mulai 
berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi14. Perlu dicatat, ICCPR 
hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi.Substansi yang 
diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang terkait 
                                                             
14 http://www.unisosdem.org diakses pada tanggal 30 Mret 2014 
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dengan hak – hak sipil dan politik dan mewajibkan kepada negara peserta 
untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional. 
ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan 
penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya 
aparatur represif negara yang menjadi negara-negara pihak (state parties) 
ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering 
disebut sebagai hak – hak negatif (negative rights). Artinya, hak – hak dan 
kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran 
negara terbatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan 
intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di 
dalamnya akan dilanggar oleh negara. 
2. Sejarah Lahirnya ICCPR 
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa memproklamasikan Universal Declaration of Human 
Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya 
disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan 
dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian 
untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan 
penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, 
baik dikalangan rakyat Negara-negara anggota PBB sendiri maupun 
dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada dibawah yuridiksi 
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mereka, maka diperlukan penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam 
instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.  
Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah 
resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan 
politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, 
dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. 
Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya pada tanggal 16 
Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), Majelis Umum PBB 
mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
beserta Protokol Opsionalnya dan juga mengesahkan International 
Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESR) beserta 
Protokol Opsional. Pembedaan kedua tema HAM ini yang melahirkan 
ICCPR merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan 
negara-negara Blok Sosialis melawan kekuatan negara-negara Blok 
Kapitalis yang sedang terlibat Perang Dingin. 
Situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional 
hak asasi manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB 
(mulai bekerja tahun 1949). Akibatnya terjadi pemisahan kategori hak-hak 
sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan 
budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional, yang pada 
awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja.  
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Akibat pembedaan ini telah membawa implikasi-implikasi tertentu 
dalam penegakkan kedua kategori hak tersebut. Indonesia, sebagai salah 
satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang HAM, pada 
dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di 
pasal-pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. 
 Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pasca proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia materi hak sipil dan politik yang termuat 
dalam UUD 1945 tidak dapat dan atau tidak mau dijalankan sepenuhnya 
dengan baik oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada masanya, 
mulai dari rejim Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto.  
Seiring dengan proses demokrasi yang terus tumbuh dan bergerak 
cepat di Indonesia, maka terjadilah sebuah „pemberontakan rakyat‟ 
kepada rejim Presiden Soeharto yang korup dan otoriter pada tahun 1998 
yang ditandai dengan lahirnya sebuah suasana politik yang „baru‟ yang 
disebut orde reformasi. 
Selanjutnya, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia 
mulai membaik dengan ditandai adanya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR/1998 
tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk hak sipil dan politik lebih 
konkrit lagi ditandai dengan Pengesahan ICCPR dengan UU Nomor 12 
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Tahun 200515. Akan tetapi realitas penegakkan instrumen-instrumen 
tersebut dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan 
dengan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang ada 
dimana terjadi pelanggaran hak sipil dan politik di dalamnya  
3. Jenis dan Muatan Hak dalam ICCPR 
 Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan 
penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak 
represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. 
Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai 
hak-hak negatif (negative rights), artinya hak-hak dan kebebasan yang 
dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi 
atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai 
intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya 
akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model 
legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk 
memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga 
sebagai hak- hak positif (positive rights). 
Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni Non-
Derogable Rights dan Derogable Rights.  
                                                             
15 Undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan ICCPR tahun 2005 diakses pada 
tamggal 30 Maret 2014 
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Non-Derogable Rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang 
tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam 
keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini 
adalah:  
a. Hak atas hidup (right to life) Pasal 3, 
b. Hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture) 
Pasal 5, 
c. Hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery) 
Pasal 4, 
d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi 
perjanjian utang.  
e. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, 
f. Hak sebagai subjek hukum, dan 
g. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama (Pasal 
18).  
Klasifikasi kedua adalah Derogable Right, yakni hak-hak yang 
boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. 
Termasuk jenis hak ini adalah: 
a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas 
kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi 
anggota serikat buruh. 
b. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau 
berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan 
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memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa 
memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan). 
Berikut adalah rincian hak-hak sipol sebagaimana tercantum dalam 
UU No 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi terhadap kovenan 
internasional tentang hak sipil-politik.  
a. Pasal 6,  Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya 
bagi anak dibawah 18 tahun). 
b. Pasal 7, Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara 
keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk 
tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa). 
c. Pasal 8, Hak untuk tidak diperbudak (larangan segala bentuk 
perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa). 
d. Pasal 9, Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak 
ditangkap atau di-tahan dengan sewenang-wenang, didasarkan 
pada ketentuan hukum acara pidana). 
e. Pasal 10, Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukan 
manusiawi, anak dipisahkan dari orang dewasa, sistem penjara 
bertujuan reformasi dan rehabilitasi). 
f. Pasal 11, Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi 
kewajiban kon-traktual (utang atau perjanjian lainnya). 
g. Pasal 12, Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili (termasuk 
meninggalkan dan kembali ke negerinya sendiri). 
h. Pasal 13, Hak sebagai orang asing (dapat diusir hanya sesuai 
hukum atau alasan yang meyakinkan mengenai kepentingan 
keamanan nasional). 
i. Pasal 14, Hak atas kedudukan yang sama di muka hukum 
(dibuktikan kesalah-annya oleh pengadilan yang berwenang dan 
tidak memihak, jaminan minimal, dapat ditinjau kembali, tidak diadili 
dua kali dalam perkara yang sama). 
j. Pasal 15, Hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang 
berlaku surut (jika keluar ketentuan hukum sebelum tindak pidana, 
si pelaku harus menda-patkan keringanannya). 
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k. Pasal 16, Hak sebagai subyek hukum (hak perdata setiap orang 
seperti kewarganegaraan. 
l. Pasal 17, Hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan 
pribadi seperti kerahasiaan, keluarga atau rumah tangga, 
kehormatan, surat-menyurat atau komunikasi pribadi). 
m. Pasal 18, Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan 
berkeyakinan (menganut ideologi atau orientasi politik, memeluk 
agama dan kepercayaan), dsb.16 
 
E. HAK ASASI MANUSIA 
1. Sejarah HAM di Indonesia 
Sejarah perkembangan HAM di Indonesia sudah terjadi semenjak 
Indonesia masih belum merdeka. Pemikiran-pemikiran HAM di Indonesia 
bermula dari organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk pada saat 
zaman penjajahan, contohnya Boedi Oetomo. Pemikiran tentang ham 
yang ada dalam organisasi ini adalah HAM untuk berserikat dan 
mengemukakan pendapat. Selain Boedi Oetomo, masih banya organisasi 
masyarakan yang menjadi cikal  bakal pemikiran HAM di Indonesia, 
diantaranya ada Perhimpunan Indonesia yang berpikiran tentang hak 
untuk menentukan nasib sendiri, Sarekat Islam tentang hak untuk 
memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan 
diskriminasi rasial, Indische Partij tentang hak untuk mendapatkan 
kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak merdeka. 
Lalu berlanjut pada masa kemerdekaan Indonesia.  
                                                             
16 UU Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005, tentang penjelasan dari Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik 
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Pada awal kemerdekaan, pemikiran tentang HAM masih tentang 
hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Pada tahun 1960-an, 
HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena pada saat itu terjadi 
pemasungan HAM rakyat, yaitu hak sipil dan hak politik. Pada tahun 1967, 
ada beberapa orang yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya 
pengadilan HAM di Indonesia. Pada tahun 1970, HAM di Indonesia 
mengalami kemunduran lagi karena pada saat itu HAM tidak lagi 
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Pada akhir masa orde baru tahun 
1998, terjadi kasus pelanggaran HAM yang cukup besar di Indonesia, 
tepatnya pada saat kejatuhan presiden Soeharto, yaitu Tragedi Trisakti. 
Kini, HAM dilindungi oleh undang-undang, dihormati, dan ditegakkan 
dimanapun dan kapanpun, walaupun masih banyak kasus pelanggaran 
HAM di negeri ini.17 
2. Lahirnya HAM 
Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya ada sejak manusia 
dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu 
sendiri. Akan tetapi, persoalan HAM baru dapat dirasakan ketika 
dimplementasikan dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi 
                                                             
17 http://www.geschool.net/dandy/blog/sejarah-ham-di-dunia-dan-di-indonesia diakses pada 
tanggal 3 Januari 2014, pukul 14.00 WITA 
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perhatian mana kala ada hubungan dsan ketertarika antara individu 
maupun masyarakat.18 
Lahirnya hak asasi mansia secara tertulis pertama kali ditemukan 
dalam Magna Charta 1215 di Kerajaan Inggris. Disebutkan dalam Magna 
Charta bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa tidak ada 
pihak yang kebal hukum, termasuk raja yng memiliki kekuasaan. 
Semangat Magna Charta ini menjadi insprasi munculnya undang-undang 
dalam Kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan Undang-undang 
Hak (Bill of Right). Munculnya undang-undang ini menjadi awal munculnya 
adagium “manusia sama di muka hukum” (equality before the law). 
Adagium ini menjadi dasar berkembangnya negra hukum dan demokrasi 
yang menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga negara.19 
3. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 
Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar 
(grounded), pokok atau prinsipil. Hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, 
yaitu, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama hak dan asasi berasal dari 
bahasa arab, sementara kata manusia diambil dari bahasa Indonesia. 
Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang berarti 
benar, nyata, pasti,tetap, dan wajib. Kata asasiy berasal dari akar kata 
                                                             
18 Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan 
Out Court System), Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm 1. 
19 Ibid hlm. 22 
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assa, yaussu, asasaan yang bermakna dasar dari segala sesuatu yang 
bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. 
HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri 
manusia20.  
HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat 
mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai sesuatu 
„keistimewaan‟ yang memuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan 
sesuai dengan „keistimewaan‟ yang dimilikinya. Sebaliknya juga, ada 
kewajiban pada seseorang berarti diminta darinya suatu sikap yang sesuai 
dengan „keistimewaan‟ yang ada pada orang lain.21 
Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang 
melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan 
akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk 
memutuskan sendiri perbuatannya. 
Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut 
manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua 
tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah 
                                                             
20 Ibid hlm.22 
 
21 www.rakyatmerdekaonline.com, diakses pada tanggal 15 mei 2014 
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yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri 
manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar 
akan jati dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia 
dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat.   
Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia 
memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat 
makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara.  
Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan 
perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yng 
timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan 
kebahagiaan manusia menjadi tujuan. 
Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang 
pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan 
terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki 
oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan 
kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat 
dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan 
kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah 
Republik Indonesia berkewajiban secara hokum, politik, ekonomi, social 
dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah 
konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar 
manusia. 
28 
Pengertian HAM menurut ahli hukum: 
Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak 
lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat 
diganggu gugat (bersifat mutlak).22 
Menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto(1976), hak asasi manusia 
adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia 
menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga 
bersifat suci. 
Menurut Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, 
merumuskan pengertian HAM dalam “human right could be generally 
defines as those right which are inherent in our nature and without which 
we cannot live as human being” yang artinya HAM adalah hak-hak yang 
secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu 
manusia tidaka dapat hidup sebagai manusia.23 
Jadi hak adalah milik, wewenang, kekuasaan dan martabat setiap 
manusia, yang mempunyai sifat mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat 
keberadaannya, karena manusia tidak dapat hidup tanpa hak. 
Hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada bahkan sebelum 
manusia lahir dan masih berupa janin dalam kandungan, yang melekat 
secara kodrati dan tidak dapat diganggu gugat. 
                                                             
22 Malcolm N.Shaw Qc, Hukum Internasional, hlm 262 
23 http://ndombes.blogspot.com diakses pada tanggal 4 Januari 2014, pukul 13.00 WITA 
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4.  Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia 
Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak 
Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, 
dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan 
Undang-undang dasar 1945. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangan 
berikut: 
a. Pancasila 
a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban 
dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesamam 
manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, 
jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa. 
c) Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap 
tenggang rasa, dan sikap tida sewenang-wenang terhadap orang 
lain. 
d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha 
menolong sesama. 
e) Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan 
serta sikap adil dan jujur. 
f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia 
Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. 
 
b. Dalam Pembukaan UUD 1945 Menyatakan bahwa “ kemerdekaan 
itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan 
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri 
kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan 
universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm 
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bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni 
bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia 
lainnya 
 
c. Dalam Batang Tubuh UUD 1945 
a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan 
pemerintahan Pasal 27 ayat (1) 
b) )Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 ayat 
(2) 
c) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan Pasal (28) 
d) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan 
agama dan kepercayaanya itu Pasal 29 ayat (2) 
e) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran Pasal 31 ayat  
5. Jenis-jenis HAM 
a. Hak asasi pribadi / Personal right 
a) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-
pindah tempat. 
b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 
c) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau 
perkumpulan. 
d) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan 
agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 
b. Hak asasi politik / Political Right 
a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 
b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 
c) Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan 
organisasi politik lainnya. 
d) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 
c. Hak asasi hukum / Legal Equality Right 
a) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan    
pemerintahan. 
31 
b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns. 
c) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 
d. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths 
a) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.  
b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 
c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang 
piutang, dll. 
d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 
e) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 
e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights 
a) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan 
b) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 
penangkapan, penahanan   dan penyelidikan di mata hukum. 
f. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right 
a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. 
b) Hak mendapatkan pengajaran. 
c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan 
bakat dan minat. 
F. Hak Beragama sebagai Hak Mutlak dalam Konsep HAM 
1. Pengertian Agama 
 Mengartikan atau membuat definisi agama tidaklah mudah. Setiap 
orang berbeda pendapat dari satu dengan yang lainya. Kebanyakan 
mereka mendefinisikan agama sesuai pandanganya tentang kelebihan 
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atau kekurangan agama yang dianutnya, atau dengan melihat bagian 
terpenting dari ajarannya.  
     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama merupakan  
sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan 
nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-
kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. 
Menurut Ensiklopedi populer Politik Pembangunan Pancasila24 
Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti “peraturan 
tradisional, ajaran, kumpulan praturan-peraturan atau ajaran”. Pendeknya 
apa saja yang turun-temurun yang ditentukan oleh kebiasaan. Akar kata 
agama adalah ”gam” yang berarti ”pergi” sedangkan awalan “a” berarti 
“tidak”, sehingga agam (a) berarti yang (tetap) atau (yang tidak berubah). 
Dalam bahasa jawa kuno “agama” digunakan juga untuk (kitab) 
hukum adat dan kebiasaan keagamaan dan moral. Lalu arti kata ini 
berkembang, sehingga diseluruh kepulauan nusantara mendapat arti 
seperti adat, upacara, pandangan hidup dan kepercayaan. Sekarang kata 
agama (igama,ugama) digunakan dalam arti yang sama dengan religi. 
      Menentukan pengertian agama lebih sulit daripada menentukan arti 
dari asal-usul kata “agama”. Sebab, pengertian agama sangat luas dan 
hampir selalu diwarnai oleh pandangan keagamaan orang yang 
mengusahakan suatu definisi. Disini bukan tempat menguraikan segala 
seluk-beluk tentang agama dari segi agama, maka uraian diatas dibatasi 
                                                             
24 Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984 
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bagi segi-segi yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan hidup 
bernegara. 
 Agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama 
tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang 
memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam 
agama-agama tradisional tersebut. Agama atau kepercayaan baru saja 
dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”.25 Agama 
atau kepercayaan dalam pasal 18 juga mencakup perlindungan terhadap 
apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan tauhid (theistic), non-tauhid 
(non-theistic), dan ateistik (atheistic), sekaligus hak untuk tidak menganut 
agama atau kepercayaan apa pun. 
 Sampai di sini, pengertian agama mungkin masih seperti 
membingungkan. Meski begitu, ada satu kriteria yang selalu sama dan 
muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan besar di luar 
diri seseorang. 
Untuk keperluan pengerangkaan, kriteria yang dibuat Kent 
Greenawalt dalam Religion as a Concept in Constitutional Law (1984) 
penting digunakan di sini. Ia mencatat sejumlah kriteria yang umumnya 
ada dalam agama-agama besar. 
26
 Pertama, keyakinan akan Tuhan atau 
“Yang Tertinggi”; kedua, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia 
dan tujuan-tujuan manusia; ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan 
setelah mati; keempat, komunikasi dengan “Tuhan” melaui ibadah dan 
                                                             
25http://www.unhchr.ch (diakses 4 Januari 2014) 
26 Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace (USA: Hart 
Publishing, 2008), 18 
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doa; kelima, perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal 
dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; keenam, praktik-
praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; ketujuh, 
perasaan “keagaaman” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan 
penyembahan;  
Hak beragama adalah hak seseorang untuk  menganut (memeluk) 
agama, beribadat; taat kepada agama, menurut kemauan sendiri dan 
tanpa paksaan. Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan 
merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai 
wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu sering dikatakan 
bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat 
non-derogable rights yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 
Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia 
ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 (“UUD 1945”):“Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” 
Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 juga menyatakan bahwa ”setiap 
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Selain itu dalam 
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa “hak untuk beragama 
merupakan hak asasi manusia”. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 
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juga menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agama dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, hak asasi tersebut 
bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur 
bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J 
ayat (2) UUD 1945  selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak 
tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-
undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap 
patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. 
2. Kebebasan hak beragama  
Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dapat kita lihat bahwa 
Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang „monotheist‟ karena 
pernyataan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan 
dalam praktiknya Indonesia hanya mengakui keberadaan enam agama 
resmi yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu27.  
Semua agama berdasarkan konstitusi memiliki hak untuk 
menikmati segala bentuk hak asasi untuk bebas dari diskriminasi atas 
dasar agama, memiliki perlindungan hukum yang sama dan pengakuan 
yang sama berdasarkan undang-undang dan untuk bebas dari 
diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan 
terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah diatur secara tegas 
                                                             
27 Konghucu baru diakui sebagai agama resmi pada tahun 2006 pada masa kepemimpinan 
Presiden  Abdurrahman Wahid 
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dalam konstitusi yaitu pasal 29 UUD 1945 menyatakan, “ Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan 
itu.” Kebebasan beragama adalah hak yang diakui dalam hukum 
internasional dan di semua sistem hak asasi manusia yang ada di dunia. 
Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan internasional yang terkait 
dengan perlindungan kebebasan beragama melalui UU no 12 tahun 2005 
tentang peratifikasian ICCPR.  
Kebebasan beragama di Negara kita mengacu pada UUD 1945. 
Kewajiban Negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan 
beragama dan kepercayaan mengandung pengertian bahwa Negara tidak 
mempunyai wewenang mencampuri urusan agama setiap warga 
negaranya. Sebaliknya Negara harus memberikan perlindungan terhadap 
setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah kepercayaan atau 
keagamaan. 
Jadi jika kita berbicara tentang kebebasan beragama, kita tidak 
hanya berbicara mengenai kebebasan memeluk agama saja tapi juga 
kebebasan untuk menjalankan agama tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi, penulis memilih dua tempat penelitian, 
yaitu: 
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin; 
B. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan tipe, yakni: 
a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan 
membaca literatur, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat 
kabar, makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
masalah yang dikaji. 
C. Jenis Data 
Data yang diperoleh meliputi: 
a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, 
jurnal ilmiah, kliping koran, dan data-data lain yang diperoleh 
secara langsung (hard copy) maupun yang diperoleh dari hasil 
pencarian melalui internet (soft copy). 
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D. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan 
dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
a. Perjanjian-perjanjian internasional dan resolusi-resolusi PBB 
yang relevan dengan judul skripsi ini; 
b. Buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan 
judul skripsi ini; 
E. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh selanjutnya diseleksi melalui proses 
validasi guna menguji kelayakan data tersebut sebelum dijadikan 
referensi tulisan ini.  Data-data yang telah divalidasi selanjutnya 
diklasifikasikan berdasarkan substansi dan hirarkinya dalam 
kategori perjanjian internasional, jus cogens, customary law, 
doktrin, dan yurisprudensi.  
 
Data-data yang telah diklasifikasikan tersebut selanjutnya dikaji 
menggunakan metode induktif-deduktif. Kedua metode tersebut 
merupakan metode yang lazim dipergunakan dalam analisis ilmiah 
terhadap masalah hukum internasional.28  
 
 
 
                                                             
  28 Christian Dominice, “Methodology of International Law”, Encyclopedia of Public International 
Law 7, hlm 339. 
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BAB IV 
Hasil dan Pembahasan 
A. Implementasi ICCPR terhadap Hak Beragama di Indonesia. 
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – 
ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Dengan demikian, 
selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kovenan ini 
sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi 
sebelumnya, yaitu CEDAW (Konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan), CRC (konvensi anak), CAT (konvensi 
anti penyiksaan), dan CERD (konvensi penghapusan diskriminasi rasial). 
ICCPR sendiri merupakan perjanjian internasional yang teksnya 
dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. ICCPR 
mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi. 
Substansi yang diatur dalam ICCPR adalah penghormatan atas 
HAM yang mewajibkan negara peserta untuk mentransformasikan ke 
dalam hukum nasional. Ada beberapa hak yang dijamin oleh konvenan ini 
yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, 
hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kedudukan yang 
sama di muka hukum, Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan 
berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan 
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berkumpul, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan, hak 
untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum, dan lain sebagainya. 
Konsekuensi lain dari ratifikasi yaitu negara harus menyampaikan 
laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil dalam 
memberlakukan hak-hak yang diakui dalam konvenan dan perkembangan 
yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut dalam waktu satu 
tahun sejak diberlakukannya konvenan dan setelah itu apabila diminta. 
Pada akhir tahun 2012 yang lalu Indonesia untuk pertama kali 
mengirimkan laporan pelaksanaan konvensi kepada Human Rights 
Committee (HRC), yang salah satunya berwenang untuk menerima 
laporan pelaksanaan/implementasi Konvenan hak sipil dan politik.29 
Sidang review terhadap situasi hak sipil dan politik ini telah 
dilaksanakan pada 10-11 Juli 2013 di Geneva, Swiss.  
Dalam simpulan tersebut, Komite HAM PBB menyatakan bahwa 
pelaksanaan konvensi hak sipil dan politik masih belum disinkronkan 
dengan aturan nasional dan tidak konsisten dengan konvensi. Komite juga 
menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan 
terbatas tentang konvensi ini sehingga pelaksanaan hukum atas 
pelaksanaan konvensi tidak berjalan efektif. 30 
                                                             
29 http://www.kalyanamitra.or.id diakses pada 22 Juli 2014 
30 http://www.kontras.org diakses pada 22 Juli 2014 
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Koordinator Program Wahid Institute, Rumadi Ahmad, mengatakan 
bahwa pelanggaran terbanyak terjadi pada bulan Mei 2012, sebanyak 30 
kasus. Bentuk pelanggaranya yaitu pembiaran atau kelalaian dari aparat, 
pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan , kriminalisasi 
keyakinan, pemaksaan keyakinan dan intimidasi.31 
Contoh kasus pelanggaran hak sipil dan politik antara lain:  
1) Dewi Kanti, penulis dan seniman Sunda Wiwidan32, 36 
tahun, dari Cigugur, Jawa Barat, menjelaskan diskriminasi 
yang diciptakan negara Indonesia, yang hanya mengakui 
enam agama, meminggirkan ratusan kepercayaan lokal, 
seperti dirinya, sebagai “keyakinan mistik”, yang membuat 
para penganutnya kesulitan menikah, mengajukan akta 
kelahiran dan mendapatkan pelayanan lain.33 
2) Abjon Sitinjak, petani 49 tahun, jemaat gereja Pantekosta di 
Kuantan Singingi, Riau, menghadapi kesulitan birokratis 
guna mengusahakan kembali pembangunan gereja mereka 
yang dibakar habis.  Syarat hukum pengajuan rumah ibadah 
                                                             
31 http://news.okezone.com diakses pada 15 Agustus 2014 
 
32 Sunda Wiwitan (Bahasa Sunda: "Sunda permulaan", "Sunda sejati", atau "Sunda asli") adalah 
agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (animisme dan 
dinamisme) yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda.[1] Akan tetapi ada sementara pihak 
yang berpendapat bahwa Agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monotheisme purba, yaitu 
di atas para dewata dan hyang dalam pantheonnya terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa 
yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha 
Esa. 
33 www.hrw.org/id/news diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 
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termasuk mewajibkan 60 tandatangan dari tetangga Muslim 
yang mendukung pembangunan rumah ibadah non-Muslim. 
Padahal, untuk penerapannya sangat sulit dilakukan 
mengingat letak wilayah Abjon yang tinggal di daerah 
perkebunan, setiap rumah dan rumah lainnya berjarak 200 
meter dan tetangga di sekitarnya tidak mencapai 60 
keluarga yang Muslim. 
Contoh berbagai kasus pelanggaran hak beragama di Indonesia: 
1. Di Aceh, 17 gereja disegel dengan alasan tidak memenuhi 
syarat pendirian rumah ibadah.34 
Padahal menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI 
Perjuangan, Eva K Sundari, mengatakan, ia dan politisi PDI-P lain, 
yakni Adang Ruchiatna dan Moh Sayed, serta Suroso dari Fraksi 
Partai Gerindra, menerima pengaduan penutupan 20 gereja di 
Aceh dari Aliansi Sumut Bersatu, Senin kemarin.  
Sumber masalah dari penutupan tempat ibadah itu, kata Eva, 
yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Peraturan itu, lanjut dia, 
syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding Surat 
                                                             
34 www.Kompas.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 
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Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yaitu Menteri Agama dan 
Menteri dalan Negeri  yang mengatur hal sama. 
"Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaat gereja untuk 
mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka 
peraturan gubernur itu meminta 150 anggota jemaat," kata Eva di 
Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 
Eva menambahkan, yang lebih menyedihkan adalah adanya 
fatwa lokal yang mengharamkan umat Muslim untuk memberi tanda 
tangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. 
Artinya, kata dia, upaya meminta tanda tangan persetujuan dari 
masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai. 
Eva menambahkan, bukan hanya tempat ibadah baru yang 
terancam dibongkar. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi yang 
sudah berdiri sejak 1932 pun dipaksa untuk mengikuti kesepakatan 
komunitas tahun 1971 dan 2001 yang berisi hanya 
memperbolehkan satu gereja di Kabupaten Singkil. 
Dalam pasal 18 (3) ICCPR hanya mengizinkan pembatasan 
untuk melindungi “keselamatan masyarakat, ketentraman, 
kesehatan, atau moral”. Ini menjelaskan bahwa pembatasan pada 
kebebasan untuk menjalankan agama tidak bisa diterapkan untuk 
melindungi ketentraman masyarakat yang berkonotasi pada 
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kebijakan umum nasional, namun hanya bisa diperlukan untuk 
melindungi ketentraman masyarakat secara sempit, misalnya untuk 
mencegah kerusuhan. 35  
Dalam kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa pembatasan 
yang dilakukan oleh komunitas dengan hanya memperbolehkan 
satu gereja berdiri di kabupaten Singkil sangat bertentangan 
dengan isi dari Pasal 18 ayat 3 ICCPR yang berbunyi “Kebebasan 
menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang 
hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang 
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau 
moral masyarakat, atau  hak-hak dan kebebasan mendasar orang 
lain.” Sedangkan pendirian rumah ibadah tidak termasuk dalam 
salah satu unsur pembatasan berdasarkan ketentuan hukum.  
Karena hanya diakui 6 agama resmi di Indonesia, maka 
penganut keyakinan lokal sering kali terpinggirkan. Seperti Kejawen 
(keyakinan mistis dari Jawa), Sunda Wiwitan dan ratusan 
kepercayaan lokal lainnya, membuat para penganutnya kesulitan 
menikah, mengajukan akta kelahiran dan mendapatkan pelayanan 
lain. 
                                                             
35 Hak Sipil dan Politik, Ifdhal Kasim hlm. 238 
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Dalam pasal 18 (1) ICCPR menyatakan bahwa “Semua 
orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan 
beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil 
atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan 
kebebasan, baik secara individual maupun bersama-sama dan di 
ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau 
kepercayaan dalam pemujaan, pelaksananaan perintah agama, 
praktek dan pengajaran”.36  
1. Gangguan Tempat Ibadah 
Gangguan terhadap tempat ibadah di Indonesia masih terus 
terjadi. Beberapa contoh kasus mengenai gangguan tempat ibadah 
adalah sebagai berikut: 
1) Pada 21 Maret 2013, di Bekasi, gereja Huria Kristen Batak 
Protestan dibongkar. Pejabat Bekasi memerintahkan 
pembongkaran gereja itu dengan alasan mempertimbangkan 
tuntutan dari Forum Umat Islam, sebuah organisasi Islamis 
militan. Pembongkaran gereja HKBP ini tampaknya menjadi 
yang pertama kali terjadi karena protes organisasi Islamis, 
menurut Human Rights Watch. 
                                                             
36 Ibid 
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Gereja-gereja Kristen di beberapa daerah mayoritas Muslim 
di Indonesia menghadapi kesulitan yang terus meningkat 
guna mendapatkan izin membangun gereja, menurut Human 
Rights Watch. Mereka lantas membangun gereja tanpa izin 
lengkap. Kini cukup banyak jemaat Kristen yang kuatir 
tentang kemungkinan pembongkaran gereja mereka lebih 
lanjut. Di Bekasi saja, lebih dari 20 gereja HKBP yang 
menjalankan gereja tanpa izin bangunan. Pemerintah 
daerah Bekasi bahkan menolak mengeluarkan izin 
bangunan pada HKBP Filadelfia, kendati Mahkamah Agung 
memutuskan semua persyaratannya sah dan lengkap. 
2) Kasus pembubararan dan penganiayaan jemaat Katolik 
yang sedang mengadakan kegiatan doa Rosario terjadi di 
Kompleks Perumahan STIE YKPN, Ngaglik, Sleman dan 
kasus perusakan bangunan di Dusun Pangukan, Desa 
Tridadi, Kecamatan Sleman yang dipakai umat Kristen untuk 
menjalankan kebaktian.  
3) Yang terjadi pada Minggu (1/6) siang adalah saat puluhan 
orang merusak sebuah bangunan di Dusun Pangukan yang 
dipakai sejumlah umat Kristen untuk menjalankan kebaktian. 
Bangunan yang dirusak itu milik seorang pendeta. Kejadian 
itu bermula saat pendeta dan sejumlah jemaahnya 
menjalankan ibadah di bangunan itu namun setengah jam 
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kemudian belasan warga datang untuk memprotes kegiatan 
itu.  
Warga protes karena mengklaim bangunan itu tidak 
mendapat izin sebagai gereja dan sejak tahun 2012 
bangunan itu telah disegel oleh Pemerintah Kabupaten 
Sleman.Tapi protes massa ini berujung kekerasan saat 
massa yang mengenakan kain penutup wajah itu melempari 
bangunan tersebut. Mereka juga memukuli bangunan itu 
dengan palu. 
Anehnya puluhan polisi dan tentara yang berjaga tak berbuat 
banyak dan hanya berupaya mengimbau massa untuk 
menghentikan perusakan.37 
Kasus-kasus tersebut di atas jelas bertentangan dengan UUD 45 
pasal 29 yang menyatakan sebagai berikut “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 
Kasus-kasus di atas terjadi karena berbagai penyebab yang 
berbeda dalam setiap kasus. Berdasarkan pendapat penulis, umumnya 
kasus-kasus sehubungan dengan gangguan terhadap tempat ibadah 
disebabkan oleh hal-hal berikut ini seperti kurangnya toleransi antarumat 
beragama.  
                                                             
37 http://www.beritasatu.com/ diakses tanggal 25 Agustus 2014 
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Intoleransi agama yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan 
agama sesungguhnya melanggar konstitusi  negeri ini yang mengatur hak 
setiap warga negara untuk beribadah. Pemerintah sebagai penerima 
mandat konstitusi tidak boleh membiarkan penyerangan terhadap 
kebebasan beragama terjadi di negeri ini. Sebaliknya pemerintah harus 
konsisiten mendorong kehidupan yang saling menghargai antarwarga 
bangsa yang berbeda dan beragam agama.  
Tidak tuntasnya penyelesaian kasus penutupan, penyegelan, 
sampai pada perusakan dan  pembakaran rumah ibadah yang terjadi di 
negeri ini  telah menjadi preseden buruk bagi  penegakan HAM di 
Indonesia. Pembiaran terhadap kasus tersebut telah melahirkan banyak 
kasus di berbagai daerah di Indonesia.  Akibatnya, ancaman terhadap 
kebebasan beragama terus berlangsung di negeri ini. Pluralitas agama 
masih di tolak oleh banyak orang di negeri karena minimnya konsisitensi 
pemerintah dalam menangani kasus-kasus bernuansa agama. 
Lemahnya konsisitensi pemerintah dalam memberikan proteksi 
kebebasan beribadah terlihat jelas pada kasus penutupan Gereja Kristen 
Indonesia (GKI) Taman Yasmin. Sejak 2008, umat GKI Yasmin berjuang 
untuk mendapatkan hak mereka yang dilindungi oleh konstitusi, bahkan 
perjuangan itu mendapatkan dukungan umat berbagai agama yang pro-
pluralisme, namun IMB yang telah mereka dapatkan  secara sepihak 
dibekukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Meski telah memenangi  gugatan 
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di PTUN Bandung, bahkan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah 
Agung (MA), Wali kota  Bogor Diani Budiarto bergeming dengan sikapnya, 
yakni tetap membekukan IMB GKI Yasmin, bahkan melarang umat 
beribadah di lokasi tersebut. 
Kegagalan pemerintah dalam merawat toleransi di negeri ini 
tercermin pada tindakan  sejumlah orang yang pada peringatan hari 
toleransi tahun ini mengirimi Presiden SBY sebanyak 2011 kartu pos yang 
dibubuhi tanda tangan masyarakat, berisi dorongan kepada pemerintah 
untuk bersikap tegas pada kelompok-kelompok intoleran yang kerap 
melakukan penyerangan terhadap kebebasan beragama di negeri ini. 
Maraknya intoleransi agama di negeri ini jelas merupakan tanggung jawab 
pemerintah. 
  Tak bisa dipungkiri bahwa, gangguan terhadap pendirian tempat 
ibadah ini semakin marak pasca terbitnya Peraturan Bersama Menteri 
(PBM) : Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 8 dan 9 
tahun 2006 mengenai pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil 
kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, 
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah 
ibadat. Berdasarkan PBM ini pemerintah mengatur bagaimana fungsi atau 
tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan di daerah masing-masing 
dan juga syarat untuk mendirikan rumah ibadah yang tidak dapat 
disamakan antara warga yang tinggal di kota besar dengan warga yang 
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tinggal di areal perkebunan misalnya. Dalam PBM, syarat berdirinya 
rumah ibadah adalah:  
1) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah 
ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang 
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas 
wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); 
2) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam 
puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;  
3) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama 
kabupaten/kota; dan 
4) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. 
 
  Diterbitkannya PBM Nomor 8 dan 9 ini dinilai, justru memicu 
sejumlah tindakan kekerasan yang berkaitan dengan masalah 
keberagamaan, terutama pendirian rumah ibadah. Penyebab mencuatnya 
masalah adalah: 
1) dalam Peraturan Bersama 2006 ini pendirian rumah ibadah 
selain harus memenuhi syarat administrasi dan teknis 
bangunan, juga harus memenuhi syarat khusus, yakni daftar 
nama dan KTP pengguna rumah ibadah minimal 90 orang. 
Selain itu harus ada dukungan warga setempat minimal 60 
orang, yang disahkan lurah/kepala desa, dan rekomendasi 
kepala kantor departemen kabupaten/kota dan FKUB 
kabupaten/kota (vide : Pasal 14). Yang perlu dicermati 
sejauh mana kekuatan masing-masing rekomendasi dari 
Depag dan FKUB, ini penting jika ternyata rekomendasi 
keduanya ternyata berbeda. Jika rekomendasi FKUB 
menolak pendirian rumah ibadah apakah mungkin kantor 
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departemen agama tidak mengindahkan dan justru memberi 
rekomendasi sebaliknya. Hal ini penting diperjelas karena 
jika mengikuti prinsip “pemberdayaan” FKUB semestinya 
rekomendasi yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang 
bersifat mengikat. 
2) Pasal 15 menyebutkan rekomendasi FKUB merupakan hasil 
musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Ketentuan 
harus hasil musyawaah dan mufakat ini dapat melahirkan 
tirani oleh minoritas ketika ada satu orang anggota FKUB 
yang menentang pendirian rumah ibadah tertentu sehingga 
mufakat tidak akan pernah tercapai. Akan lebih adil dan 
demokratis jika ketentuan tersebut memungkinkan 
digunakan voting dalam hal tidak tercapai mufakat dalam 
rapat FKUB. 
3) Pada Pasal 16 Peraturan Bersama 2006 disebutkan bahwa 
bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari 
sejak permohonan pendirian diajukan. Jika lewat waktu 
tersebut tidak ada keputusan apa konsekuensi hukumnya, di 
sini tidak ada kejelasan sehingga dalam implementasi dapat 
menimbulkan problem tersendiri. 
 
1.     Penyegelan Tempat Ibadah 
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Seperti diangkat dalam program Inside MetroTV dengan tema 
“Menanti Solusi Damai Untuk Minoritas” beberapa bulan lalu, sedikitnya 
16 undung-undung (kapel tempat ibadah Kristiani) atau gereja yang 
disegel oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil. 
Kasus penyegelan dan penyerangan gereja di Banda Aceh ini terjadi pada 
1 Mei 2012 lalu. 
Polemik penyegelan rumah ibadah umat Kristiani di Kabupaten 
Aceh Singkil ini pun sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya. 
Kapankah umat Kristiani di Indonesia bisa “bebas” melakukan ibadah? 
Bahkan penutupan sejumlah gereja di Aceh Singkil juga belum menjadi 
perhatian pemerintah. Padahal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM) karena ada pembatasan hak-hak warga negara walaupun dengan 
alasan apapun.  
2. Pengusiran Jemaat Syiah  
  Beberapa bulan yang lalu, banyak media yang memberitakan 
bahwa warga di Sampang, Madura  yang berpaham Syiah diusir oleh 
masyarakat sekitar. Konflik berkepanjangan antara Syiah dan anti-Syiah di 
Sampang awalnya dipicu dengan vonis bahwa Syiah adalah aliran yang 
sesat. Aliran tersebut dianggap sebagai suatu aliran yang tidak benar dan 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam perjalanannya, konflik itu 
terjadi juga karena berbagai macam sebab, seperti konflik pribadi antar 
tokoh Syiah dan anti-Syiah bahkan sampai dengan permasalahan politis. 
53 
Berbagai sebab tersebut mengerucut menjadi peristiwa perusakan, 
pembakaran. 
  Pengusiran sekelompok warga oleh sekelompok warga lainnya dari 
tempat tinggal pribadi, dengan mudah dapat kita cap sebagai suatu 
perampasan hak yang sama sekali tidak bisa dibenarkan dari segi hukum, 
kehidupan beragama, berbangsa dan bermasyarakat. Peristiwa Sampang 
terjadi karena adanya rasa bahwa diri dan kelompoknya merupakan 
kelompok yang paling baik dan benar. 
  Peristiwa tersebut sepertinya tidak mendapat perhatian yang cukup 
dari pihak yang berwenang di Sampang. Warga Syiah yang terusir dari 
tempat tinggalnya hanya ditampung di sebuah gelanggang olahraga yang 
tentu saja jauh dari kata layak untuk tempat berteduh dan bercengkerama 
bersama keluarga. Pihak berwenang seperti melakukan pembiaran 
dengan tidak mengembalikan pengungsi ke rumah pribadinya. Hak 
mereka sebagai manusia dan warga negara tidak bisa terjamin di tanah 
kelahirannya sendiri. Kehidupan mereka selama berbulan lamanya 
terkatung-katung di tempat yang tidak semestinya.38 
  Berdasarkan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali ”. Dalam pasal terdebut sangat 
                                                             
38 http://sosbud.kompasiana.com/ diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 
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jelas bahwa di negara ini siapapun bebas memeluk agama, sedangkan 
ayat (2) UUD 1945 memberikan kebebasan meyakini kepercayaan.  
  Pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh masyarakat yang 
mengusir warga Syiah Sampang tersebut yaitu telah melanggar pasal 28 
E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Yang mana setiap orang bebas memeluk 
agama dan meyakini kepercayaan, serta setiap orang bebas memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak 
kembali.   
  Pengusiran tersebut berarti telah melarang warga Syiah untuk 
berdomisili di tempat tinggal asal dan melarang untuk kembali ke tempat 
tinggal asalnya. Padahal jelas dalam pasal tersebut bahwa setiap orang 
bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya 
serta berhak kembali. 
  Disini terlihat jelas, peran negara masih kurang dalam menjaga 
perbedaan yang sudah menjadi fakta sosial. Dalam berbagai kasus, 
seringkali pemerintah lebih membela mayoritas dan mengorbankan yang 
minoritas. Padahal menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM) seharusnya negara, pemerintah, dan masyarakat wajib 
mengakui dan melindungi HAM seseorang tanpa kecuali. Oleh karena itu, 
dalam menjaga hak-hak minoritas, semestinya tugas negara harus lebih 
aktif sehingga fungsi negara bisa terwujud dengan baik. Seperti, 
pertama menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya, kedua 
memastikan semua warga negara berhak memiliki keyakinan masing-
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masing. Dalam hal ini, negara harus bisa memastikan kebebasan 
masyarakat. Ketiga, negara harus bisa memberikan perlindungan bagi 
setiap warga negara tanpa kecuali.  
  Dengan memperhatikan kasus-kasus di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa implementasi ICCPR di Indonesia masih belum 
diimplementasikan secara maksimal. Karena jika melihat dalam Pasal 2 
(1) ICCPR 1966 menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan dan 
pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan dalam 
kovenan ini ada di pundak Negara khususnya, yang menjadi Negara pihak 
ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk “menghormati dan 
menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini, yang diperuntukkan 
bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada 
yurisdiksinya”, tanpa diskriminasi macam apapun.   
  Kalau hak dan kebebasan yang terdapat dalam kovenan ini belum 
dijamin dalam yurisdiksi suatu Negara, maka Negara tersebut diharuskan 
untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna 
mengefektifkan perlindungan hak-hak itu Pasal 2(2). Perlu diketahui, 
bahwa tanggung jawab Negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang 
terbit dari ICCPR ini adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. 
  ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan 
penggunaan oleh aparat represif Negara, khususnya aparatur represif 
Negara yang menjadi Negara pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang 
terhimpun di dalamnya juga sering disebut hak-hak negatif (negative 
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rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan 
dapat terpenuhi apabila peran Negara terbatasi atau terlihat minus. Tetapi 
apabila Negara terlihat intervensionis, tidak dapat dielakkan hak-hak dan 
kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh Negara. 
 
B. Peran Negara dalam Memberi Perlindungan Hak Beragama dan 
Berkeyakinan di Indonesia. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, hak beragama merupakan 
hak dasar setiap individu yang wajib dipenuhi serta dilindungi oleh 
Negara. Namun demikian, untuk dapat mencapai terpenuhinya secara 
penuh hak beragama setiap individu, tidak cukup dengan peran Negara 
dan pemerintah saja. Peran masyarakat dalam suatu Negara juga sangat 
diperlukan untuk mewujudkan terpenuhinya hak beragama individu. 
Dengan memperhatikan hal di atas, menurut penulis ada tiga hal 
yang harus dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian berbagai kasus 
pelanggaran terhadap hak beragama, yaitu:  
1. Masalah seputar agama bersumber dari faktor eksternal dan faktor 
internal.  
Menurut data Wahid Institute, sepanjang tahun 2012 telah terjadi 
274 kasus kekerasan atas nama agama. Hal ini meningkat 1 % dari tahun 
2011 yang berjumlah 267 kasus.  Hal ini membuktikan bahwa, sebagian 
besar masyarakat ternyata masih „gagap‟ dalam menyikapi masalah 
perbedaan. Penulis melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa hal 
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ini terus terjadi: faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena 
adanya keterbatasan pengetahuan oleh pemeluk agama dalam 
memahami agamanya, sehingga memunculkan pemahaman 
skripturalisme.  
Skripturalisme adalah sebuah pemahaman yang menempatkan 
agama hanya sebatas teks-teks keagamaan. Dalam paham ini, fungsi 
utama dalam sebuah agama hanya terletak pada teks-teks yang 
terkandung di dalamnya. Mereka mengabaikan substansialisasi dan 
kontekstualisasi keagamaan. Dampaknya adalah mereka terpenjara oleh 
teks, dogma, dan simbolisme keagamaan.  
Menurut penulis ini sangat berbahaya, karena pemahaman 
semacam ini akan berpotensi besar untuk melahirkan kekerasan dan 
anarkisme.  
Fakor eksternal terjadi diluar agama, seperti gagalnya Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dalam mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam 
yang berbeda. Dalam kasus kekerasan atas nama agama misalnya, 
penulis melihat banyak fatwa-fatwa MUI yang ikut berkontribusi menyulut 
api kebencian, misalkan dengan fatwa–fatwa diskriminatif, seperti 
pelarangan Syiah. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan pembiaran 
oleh negara juga menjadi faktor eksternal yang menyuburkan 
kekerasan atas nama agama.  
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2. Mencari titik temu agama 
Manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak mungkin kita 
menyembah Tuhan dengan cara yang sama, pasti berbeda pula. Bukan 
tanpa sebab Tuhan menciptakan kita berbeda. Ini menandakan bahwa 
keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Menguji 
agar seberapa banyak kita bisa berkontribusi untuk kebaikan umat 
manusia dan kemanusiaan.  
Sudah saatnya, dalam hubungan beragama jangan kita cari 
perbedaan, tetapi cari persamaan. Mungkin cara kita menuju Tuhan saja 
yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap agama mempunyai dimensi 
spiritual yang sama: berserah diri kepada Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, 
dalam prosesnya agama-agama akan menuju kepada satu titik pertemuan 
(common platform).  
Hal ini menyimpulkan bahwa, sebenarnya agama itu hanya sebuah 
jalan menuju Tuhan. Meskipun jalan itu beragam, warna-warni, luas, 
plural, tetapi semuanya akan menuju ke arah vertikal yang sama: Tuhan 
Yang Maha Esa. 
Gandhi menyuarakan pendapat serupa. Bahwa agama itu seperti 
cabang-cabang dari pohon yang sama, bunga-bunga dari satu kebun, 
saudara sekandung dari satu keluarga. Dapat disimpulkan, sesungguhnya 
agama yang terbaik itu bukan Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Islam 
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ataupun yang lainnya, tapi semuanya. Pada dasarnya semua agama itu 
bermuara pada satu kebenaran. Karena semua agama mengajarkan 
kebaikan, tidak mengajarkan keburukan. Dengan agama apa pun kita bisa 
menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bijaksana, lebih mencintai sesama, 
lebih manusiawi, lebih beretika, lebih bertanggung jawab. Dengan agama 
apa pun, kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. 
3. Membangun Tradisi Dialog 
Dialog agama bukanlah debat, melainkan proses komunikasi antar 
pemeluk agama dalam rangka memahami ajaran, pemahaman, dan 
pemikiran dalam setiap agama. Esensi dari dialog agama adalah saling 
memahami. Pada dasarnya, dialog antar agama tidak akan tercapai 
apabila pemahaman keagamaan kita masih fanatik, keras, terutup, 
konservatif, dan esklusif. 
Karena pemahaman yang seperti ini akan menggiring kita kepada 
klaim kebenaran (truth claim) masing-masing penganut agama. Akibatnya, 
pandangan seperti akan menutup upaya dialog dan mencari titik temu 
agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Maka dari itu, 
modal utama dari dialog antar agama adalah berpikiran terbuka, inklusif, 
toleran, dan pluralis. Pandangan seperti ini akan membawa kita kepada 
sebuah kesadaran akan relativitas agama-agama, dimana tidak menutup 
kemungkinan bahwa kebenaran dan keselamatan ada di setiap agama. 
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Kalau modal itu sudah kita punya, proses dialog agama pasti akan 
berjalan dengan baik.  
Berangkat dari perbedaan yang sudah menjadi fakta sosial, dialog 
agama sangat penting sebagai salah satu solusi atas berbagai konflik 
beragama. Dialog agama merupakan sebuah mekanisme yang harus 
dibangun, dikembangkan, dijaga, dirawat secara terus menerus oleh para 
penganut agama. Sudah barang tentu, dialog saja tidak cukup. 
Dibutuhkan aksi nyata oleh para penganut agama demi terciptanya 
kerukunan antar umat beragama. Misalkan dengan cara melakukan 
kerjasama dalam mengurangi kemiskinan, membantu korban bencana 
alam, dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.  
Pendekatan Hukum : 
1) Negara dalam hal ini pemerintah serta alat kelengkapannya, tidak 
pernah tampil sebagai satu kesatuan yang utuh ketika menangani 
HAM dalam beragama, beribadah dan berkeyakinan. Satu 
sisi pemerintah mempromosikan HAM, yakni berupa ratifikasi 
beberapa instrumen penting hukum HAM internasional untuk 
memperkuat sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, pemerintah 
[termasuk pemerintah daerah] terus memproduksi peraturan-
peraturan yang kontra-produktif dengan jaminan atas kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. 
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Pemerintah dan pemerintah daerah juga  turut andil dalam memicu 
kekerasan, yakni dengan menerbitkan  peraturan atau surat edaran 
yang melarang pemeluk agama atau kepercayaan yang dianggap 
sesat untuk menjalankan ibadah, semisal pelarangan Syiah di 
Madura. Bahkan pelarangan pendirian tempat ibadah juga masih 
menjadi persoalan serius di tahun 2013, sebagaimana di GKI 
Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, kasus enam 
belas Gereja di Aceh Singkil. 
2) Alat negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 
yang seharusnya tampil di garda terdepan dalam memberikan 
jaminan perlindungan; justru melakukan pembiaran ketika massa 
intoleran melakukan serangan, kekerasan, pembunuhan dan 
beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya terhadap kelompok 
agama dan keyakinan yang dianggap sesat atau ilegal. Polri yang 
seharusnya mengambil tindakan tegas, justru tidak berdaya 
menghadapi massa intoleran. Adapun tindakan minimalis yang 
diambil Polri, yakni melakukan evakuasi kelompok yang menjadi 
target serangan massa intoleran. 
Pelanggaran yang dilakukan Polri: (1) pembiaran; yakni Polri tidak 
mengambil tindakan effektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi 
dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Bentuk 
pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa penggusuran 
dan pengusiran paksa, penganiayaan dan diskriminasi; (2)Polri bersama 
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dengan massa intoleran turut serta membubarkan 
acara/ritual keagamaanyang diselenggarakan oleh kelompok minoritas.  
Misalkan,Polisi/PolresKapuas membubarkan paksa sekitar 400 
orang jamaah pengajian di Masjid Nur Hidayah, Anjar Mambulau Barat, 
Kabupaten Kapuas, pada hari Sabtu, 5 Januari 2013 dengan alasan tidak 
ada ijin. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, dapat kita lihat 
bahwa penerapan ICCPR di Indonesia masih belum maksimal, karena 
masih ada pihak yang tidak merasakan bebasnya beragama dan 
berkeyakinan. Menurut Pasal 2(1) ICCPR telah menegaskan bahwa 
tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan 
kebebasan yang dijanjikan dalam kovenan ini ada pada Negara yang 
menjadi Negara pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk 
“menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini, yang 
diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan 
tunduk pada yurisdiksinya”, tanpa diskriminasi  apapun.  Demikian juga 
Negara belum melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma 
yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional secara maksimal.  
Salah satu hambatan dalam implementasi ICCPR ke dalam hukum 
nasional adalah aparatur penegak hukum masih kurang memahami 
berbagai konvensi internasional khususnya konvensi ICCPR yang telah 
menjadi hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi pada tahun 2005. 
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Tanpa pemahaman yang baik terlebih dalam hal ini polisi, hakim dan 
jaksa, maka pelanggaran atas hak kebebasan dan berkeyakinan akan 
sulit ditegakkan. Hal ini merupakan masalah hukum secara umum di 
Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan hanya memiliki makna 
simbolis belaka karena tidak dipahami dan karenanya tidak ditegakkan 
oleh aparatur penegak hukum. 
B. Saran 
1. Negara mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dan 
memastikan bahwa ketentuan ICCPR yang telah ditransformasikan 
ke dalam peraturan perundang-undangan telah berlaku secara 
efektif di seluruh Indonesia. 
2. Negara harus mengambil langkah-langkah serius untuk 
memperbaiki cara pandang dan kinerja kepolisian Indonesia (Polri) 
dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan berbasis agama 
terhadap kelompok komunitas agama, mazhab dan kepercayaan 
tertentu, serta melakukan penyelidikan dan memastikan 
penghukuman terhadap anggotanya yang terlibat dan atau 
membiarkan praktik pelanggaran HAM dalam kasus pelanggaran 
hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
3. Mencabut kebijakan dan perundang-undangan yang berpotensi 
menimbulkan konflik dan kekerasan berbasis agama terhadap 
kelompok komunitas agama, mazhab dan kepercayaan tertentu. 
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4. Komnas HAM agar melakukan upaya-upaya untuk memastikan 
terjadinya pengadilan HAM bagi para pelaku pelanggaran hak atas 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
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ABSTRAK 
 
Devy Puspita Sirua (B 111 07 227) Impementasi Kovenan Hak Sipil dan 
Politik terhadap Kebebasan hak beragama di Indonesia. Dibimbing oleh 
Abd.Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharina. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ICCPR di Indonesia. 
Penelitian ini diselesaikan dengan penelitian kepustakaan, melalui 
literature dari hard copy maupun soft copy dan dianalisis melalui studi 
normatif. 
Hasil dari penelitian adalah:1). Penerapan ICCPR di Indonesia belum 
efektif karena masih ada kaum minoritas belum dapat merasakan 
kebebasan dalam beragama.2). Negara belum menerapkan norma ICCPR 
secara efektif ke dalam hukum nasional. 
Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyarankan kesimpulan yaitu: 
1).negara harus mensosialisasikan dan memastikan bahwa ICCPR telah 
diterapkan ke dalam hukum nasional secara efektif di seluruh 
Indonesia.2). Negara harus bertindak serius untuk meningkatkan kinerja 
Polri dalam menangani kasus kekerasan berdasarkan agama terhadap 
kaum minoritas dan menginvestigasi anggota Polri yang terlibat dalam 
kasus kekerasan hak asasi manusia. 
